LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
TIM PELAYANAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH |
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

Penyelesaian Sanggah Wilayah |, maka perlu dibentuk Tim
Pelayanan Penyelesaian Sanggah Wilayah |;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana | dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim
Pelayanan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, [Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan BgrangI.Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perublahan Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Bclarangldasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Mengingat ol

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan F
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubak
kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Nomor 3 T
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepalg

’engadaan
beberapa
ahun 2015
Lembaga
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Nomor 9
Lembaga

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAYANAN

PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH I.

Menetapkan tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua dan
Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Mengumpulkan bahan-bahan  terkait
Penyelesaian Sanggah Wilayah | ;

KESATU

Pelayanan

2. Membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah

tersebut untuk selanjutnya dievaluasi,

3. Melaksanakan Pelayanan Penyelesaian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Menelaah permasalahan dalam setiap

Pelayanan Penyelesaian
Barang/Jasa Pemerintah;
5. Melakukan evaluasi dan mencari soO

Sanggah

kegiatan

Sanggah Pengadaan

usi atas

permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

6. Membuat laporan atas kegiatan yang telah selesai.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat

melakukan

koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan
melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2016

sampai dengan bulan Desember 2016.

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya
Pelayanan Penyelesaian Sanggah Wilayah |

dalam Tim
diberikan

honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-

masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam
Keputusan ini.

Lampiran
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KEENAM 3 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran  (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung
Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ANl

AGUS PRABOWO

Tembusan:

Sekretaris Utama LKPP;
Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta li;
Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah |;

PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah | LKPP;
Bendahara Pengeluaran LKPP,

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAYPWNAN
PENYELESAIAN SANGGAH

WILAYAH 1.
NOMOR . 60 TAHUN 2016
TANGGAL =11 Apeil 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAYANAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH |

Kedudukan Nama Honorarium
dalam Tim (Rp)
Pengarah . | lkak Gayuh Patriastomo 7&?0.000
Ketua . | Yulianto Prihandoyo 65;50.000
Anggota 1. Mudjisantosa 5Ci)0.000
2. Fajar Adi Hemawan 5(;)0.000
3. Lintong Janji Natogu Sinambela 5(:)0.000
4. Muhamad Dwi Sumanto 5(:)0.000
5. Ranto 5(;)0.000
6. Mirna Medita Endikasari 5(:)0.000
7. Mhd Irsan 5(;)0_000
8. Ali Masrochan 500.000
9. Dian Arsita Wardhani 500.000
10. Afri Dian Setiyani 500.000
11. Eko Rinaldo Octavianus 500.000
12. Pejabat/Pegawai Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional 500.000
KEPALA LEMBAGA KEE?IJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AbN R on.

AGUS PRABOWO
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